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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung 

capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing 
Indonesia dalam kancah internasional belum optimal 

sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat 
dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level 
dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi 

birokrasi; 
b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan 

penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi 
terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan 
reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan 

reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi 
birokrasi; 

c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah 
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2020-2025; 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 753); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
25 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI 2020 - 2024. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) 
diubah sebagai berikut: 

 
1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1A 

(1) Leading institution merupakan kementerian/lembaga 
yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung 
jawab untuk merumuskan kebijakan inovatif, 

menerjemahkan kebijakan makro terkait indikator, 
mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, 

melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan 
pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil 
evaluasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional 

dalam pelaksanaan reformasi birokrasi general. 
(2) Leading sector merupakan kementerian/lembaga 

yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung 
jawab untuk menjadi koordinator dalam 

pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi 
birokrasi tematik. 
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(3) Setiap leading institution sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang terlibat langsung pada kegiatan 
utama dalam level meso wajib menyampaikan 

laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas 
pelaksanaan kegiatan utama kepada Ketua Tim 

Reformasi Birokrasi Nasional. 
(4) Setiap leading sector sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) wajib melaksanakan rencana aksi reformasi 
birokrasi tematik dan menyampaikan laporan atas 
capaian rencana aksi secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi 
Nasional. 

 

2.  Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3A 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang 
telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024 menyesuaikan dengan Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri ini paling 

lambat tanggal 30 April 2023. 
 

3.  Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2020-2024 diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Maret 2023 
 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
ABDULLAH AZWAR ANAS 

 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2023 

 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

  ttd. 
 

ASEP N.MULYANA 
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